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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  13                                 2013                                     SERI : C                                   

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
         NOMOR 13 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN   
MENARA TELEKOMUNIKASI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang   :     a.  bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang 

digunakan sebagai pemancar telepon seluler, pemancar 
radio, pemancar TV dan lain sebagainya merupakan 
pendukung utama dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi dan  bagian dari kelengkapan jaringan 
telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan 
pelayanan dan jangkauan area (coverage) telekomunikasi; 

 

b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi 
memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang 
udara, guna perluasan cakupan jangkauan signalnya, 
dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang 
wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, 
maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan 
jumlah pembangunan menara telekomunikasi, maka 
dioptimalkan pemanfaatan menara telekomunikasi 
secara  bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai 
efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan dan 
pemanfaatan ruang; 
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c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah,  Pengendalian Menara 
Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dimaksud perlu diatur dengan Peraturan 
Daerah. 

 
Mengingat :  1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1996 tentang Pembentukan  Kotamadya  Daerah  Tingkat 
II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4247); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737); 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit  Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3981); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang 
Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara 
Bersama Telekomunikasi; 

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, 
Dan Kepala Badan  Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, 
tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri C); 
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21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan  Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13        
Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 
(Lembaran  Daerah  Tahun  2011  Nomor  17  Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota 
Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 
2012 Nomor 6 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 
Nomor 9 Seri C); 

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran  
Daerah  Tahun  2012  Nomor  15  Seri C); 

27. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan      
Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah Kota Bekasi 
Nomor   188.342/Kep.04-Huk/VI/2013 tentang Persetujuan 3 (tiga)  
                         174.2/12/DPRD/VI/2013 

 buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan 
Daerah  Kota Bekasi; 

28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 
188.342/Kep.1047-Hukham/2013 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang 
Penyelenggaraan dan  Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

 
 


